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Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi
dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen
Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur kembali
jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat
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Mengingat

Menetapkan

(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Kementerian Komunikasi dan Informatika;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN  KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA.

Pasal 1
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi
penerimaan yang berasal dari:
a. sertifikasi operator radio;
b. penyelenggaraan amatir radio dan komunikasi radio

antar penduduk;
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sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi
d. kalibrasi alat ukur;
e. sertifikasi penetapan balai uji alat dan perangkat

telekomunikasi;

.—h

penyelenggaraan pos;

penyelenggaraan telekomunikasi;

J @

izin penyelenggaraan penyiaran,;

pengelolaan nama domain indonesia;

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

N ¢

k. penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi multi media

. penggunaan sarana dan prasarana; dan

m. penggunaan spektrum frekuensi radio.

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf | ditetapkan dalam Lampiran | Peraturan
Pemerintah ini.

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan

dengan formula atau mekanisme seleksi.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian

Komunikasi dan Informatika yang berasal dari Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf m, meliputi:

a.

Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun
Radio (BHP ISR); dan

Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk lIzin Pita
Frekuensi Radio (BHP IPFR).

Pasal 3
Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan menggunakan
formula.
Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio

untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana


http://www.peraturan.go.id

2015, No.246

(4)

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan
menggunakan:

a. mekanisme seleksi; atau

b. formula.

Menteri  Komunikasi dan Informatika menetapkan
penggunaan mekanisme seleksi atau formula dalam
penetapan tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

Formula untuk menghitung tarif penggunaan spektrum
frekuensi radio berupa Biaya Hak Penggunaan Frekuensi
Radio untuk lIzin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

BHP ISR (Rupiah) = (HDLP x Ib x b) + (HDDP x Ip X p)

2
Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya

Pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Lampiran Il Peraturan Pemerintah ini.
Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya
daya pancar frekuensi (Ip) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika

Jumlah lebar pita frekuensi dari seluruh kanal dalam 1
(satu) stasiun radio (b) dan jumlah daya pancar keluaran
antena dalam 1 (satu) stasiun radio (p) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum

dalam izin stasiun radio.

Pasal 5

Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk lIzin Stasiun

Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat

sementara dengan masa laku izin kurang dari 1 (satu) tahun

adalah sebagai berikut :
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untuk masa laku izin sampai dengan 1 (satu) bulan dikenai
tarif 1/3 (satu per tiga) dari BHP ISR 1 (satu) tahun;

untuk masa laku izin lebih dari 1 (satu) bulan sampai
dengan 3 (tiga) bulan dikenai tarif ¥2 (satu per dua) dari
BHP ISR 1 (satu) tahun; atau

untuk masa laku izin jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan
dikenai tarif BHP ISR 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran atas

tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun

Radio (BHP ISR) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi

dan Informatika.

(1)

Pasal 7
Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a digunakan untuk menetapkan tarif
Penggunaan spektrum frekuensi radio berupa biaya hak
penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio
(IPFR) yang terdiri atas tarif:
a. biaya Izin Awal; dan
b. biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan.
Tarif biaya izin awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dibayarkan sebesar 2 (dua) kali harga penawaran
yang diajukan oleh masing-masing pemenang seleksi.
Tarif biaya lIzin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan
besaran harga penawaran terendah dari pemenang seleksi.
Tarif biaya Izin Awal dan tarif biaya lzin Pita Frekuensi
Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan

Informatika.

Pasal 8
Tarif biaya Izin Awal dan biaya lIzin Pita Frekuensi Radio
Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk
tahun pertama wajib dibayar lunas sebelum Izin Pita

Frekuensi Radio diterbitkan.
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